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Pasal 19 

(1) Pem erin tah Daerah memfasilitasi akses penjaminan keselamatan Nelayan 
dan Pembudi Daya lkan, dengan mendorong mengikuti dan menjadi 
peserta asuransi bidang perikanan secara mandiri atau melal ui program 
pemerin tah daerah. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . kemudahan pendaftaran; 
b. kemudah an akses terhadap perusahaan asuransi; 
c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 

perusahaan asuransi; dan/atau 
d. bantuan pembayaran p remi asuransi j iwa, asuransi perikanan bagi 

Nelayan Kecil, Nelayan Tra d ision a l, Pembudi Daya Ikan Kecil, sesuai 
dengan kemampuan keuangan Negara. 

Pasal 20 

Ketentuan mengenai jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan 
Ikan dan fasilitasi akses penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagia n Keenam 
Pembebasan Biaya da n Kemudahan Memperole h Izin Usaha Perika n a n 

Pasal 21 

Pembebasan biaya dan kemudahan memperoleh izin usaha perikanan 
di lakukan dengan cara: 
a. membebaskan biaya surat tanda daftar Nelayan dan usaha 

pembudidayaan lkan; dan/atau 
b. membebaskan pungutan usaha perikanan baik berupa pajak maupun 

retribusi bagi nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil. 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya dan kemudahan 
memperoleh lzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
diatur dalam Peraturan Bupati . 

Bagian Ke tujuh 
J aminan Keamana n da n Kesela m ata n 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung j awab dalam memberikan jaminan 
perlindungan keselamatan bagi nelayan dalam melaksanakan aktivitas 
penangkapan ikan dan usaha pembudidaya ikan . 

(2) Tanggung jawab terhadap jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. memastikan perlengkapan keselamatan dalam melakukan 

penangkapan ikan;dan 

-----K!',BAG HUIWM 
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b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi yang 
mengalami kecelakaan d alam melakukan penangkapan .ikan secara 
cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi; dan menyediakan 
sarana kesehatan pertolongan pertama disentra pelayanan. 

c. Pernerintah Daerah dapat memberikan jarninan perlindungan atas 
resiko yang dihadapi oleh Nelayan saat penagkapan ikan, diantaranya 
yaitu resiko kematian, cacat tetap dan gangguan kesehatan melalui 
fasilitasi jaminan keselamatan melalui Asuransi Nelayan. 

(3) Dalam m elaksanakan tugasnya Pemerintah daerah bekerjasama dengan 
Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan d i bidang Kelautan dan 
Perikanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut m engenai jaminan keamanan dan keselamatan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Fasilitasi da n Bantuan Hukum 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantua11 huk u m 
kepada Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang m elaku kan pengolahan dan 
pemasaran yan g mengala mi permasala h a n dalam menjalankan usahanya. 

(2) Fasilitasi dan ban tu an h u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
berupa koord inasi, ke1jasama dan kon s ultasi m ediasi mela lui Pemerintah 
Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai fasilitasi bantua n h ukum sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB VI 
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 25 

(1) Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan d ilakukan melalui: 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b . kemitraan usaha; 
c . kemudah an akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; 
d. penguatan kelembagaan; dan 
e . fasilitasi kemudahan akses permodalan ke perbankan. 

(2) Kegiatan pemberdayaan dapat bermitra dan/ a tau bekerjasama 
denganUsaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Bagian Kedua 
Pe ndidikan dan Pelatihan 

Pasal 26 

( 1) Pemerintah Daerah menyelen ggarakan pendidikan dan pelatihan 
kepa~8: Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya. 

(2) P~nd1d1kan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) antara 
lam: 

LL r 



a. pemberian pelatihan dan pemagangan bidang perikanan; 
b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk 

mendapatkan pendidikan bidang perikanan; dan 
c. pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan. 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan 
ketrampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya melalui 
pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 

(2) Selain Pemerintah Daerah, badan/ atau lembaga yang teralueditasi dapat 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan sebagai dimaksud 
dalam 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Kemitraan Usaha 

Pasal 29 

(l) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan. 
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 

a . praproduksi; 
b. produksi; 
c. pasca produksi; 
d. pengolahan; 
e . pemasaran; dan 
f. pengembangan. 

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam 
perjanjian tertulis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan lnformasi 

Pasal 30 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi guna mendukung usaha perikanan 
dan/ atau memaksimalkan hasil penangkapan Ikan. 

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kepada 

masyarakat pesisir; 
b. kerjasama bidang teknologi; dan 
c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi 

dan informasi. 
(3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling 

sedikit memuat: 
a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan; 

KA' r; H11KU lf 
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b. potensi lahan dan air; 
c. sarana produksi; 
d. ketersediaan bahan baku; 
e. harga ikan; 
f. peluang dan tantangan pasar; 
g. prakiraan iklim, cuaca dan ketinggian gelombang laut; 
h. wabah penyakit ikan; 
i. pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pendampingan; dan 
j. fasilitasi akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha 

yang dilakukan secara transparan. 

Pasal 31 

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasall 25 ayat (1) huruf 
d dapat berbentuk: 
a. kelompok Nelayan; 
b. kelompok usaha bersama; 
c. kelompok Pembudi Daya lkan; 
d. kelompok pengolah dan pemasaran basil perikanan; dan e. pranata 

sosial berdasarkan budaya setempat. 
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): dapat membentuk 

gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh 
Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan 
pemasaran. 

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) bertugas: 
a. meningkatkan kemampuan anggota dan kelornpok dalarn 

mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan; 
b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam 

mengembangkan kemitraan usaha; 
c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; 
d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok 

dalam usaha perikanan; dan/atau 
e. memberikan bantuan pembiayaan dan permodala.n sesuai dengan 

kemampuan. 
(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk 

meningkatkan skala ekonomi, daya saing dan investasi, serta 
mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya lkan. 

(5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 32 

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan 
kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk. 

(2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) belum 
terbentuk, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan 
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan. 

(3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan aspek potensi dan kearifan lokal. 

f 
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BAB VII 
PENDATAAN 

Pasal 33 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadapjumlah Nelayan Kecil 
dan Pembudi Daya lkan Kecil di Daerah. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
menerbitkan Kartu fdentitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Kartu ldentitas sebagaiman dirnaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 
dasar untuk mernperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Daerah ini. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 34 

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan 
Pembudi Daya lkan ber sumber d ari: 
a . anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
c. dana lain yang sa.h sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang

undangan. 

BAB IX 
PENGAWASAN 

Pasal 35 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan meliputi pemantauan, 
pelaporan dan evaluasi. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Dalam melalrnanakan pengawasan sebagaimana dimal<Sud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah dapat melibatkan m a syarakat dalam pemantauan dan 
pelaporan dengan m emberd ayakan poten si yang ada. 

BABX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal36 

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan 
dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya lkan. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara perorangan dan/ a.tau kelompok. 

+ 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paJing lambat 1 (satu) tahun sejak Perat uran Daerah ini diundangkan. 

Pasal 38 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan D rah ini dengan p n mpatannya dalam L mbaran Da rah 
Kabupaten Gunung Mas. 

~ 

Diundangkan di Kuala Kurun 
Pada tanggal, 9~ J um ~'l--1---

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNU NG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

Ditetapka n di T uala l urun 
Pada tanggal , 'd-1- Jun, ~-z,z. 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR :?:0 I 
NOMOR REGJ TRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
PROVINS! KALlMANTAN TENGAH : 03 ,23/2022 

S ~ · an. Sesuel dc;n_gan a· linya 
KEPALA. BACHAN HUKU. 

I 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

NOMOR J TAHUN 2022 

TENTANG 

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYMN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN 

I. 

II. 

UMUM 
I 

I 

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan sek1ruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai 
dengan amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosolis dasar pembangunan bangsa 
ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh 
karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai 
dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan. Sejalan 
dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan 
kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya 
kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya lkan. Selama ini Nelayan 
dan Pembudi Daya Ikan, tersebut telah memberikan kontribusi yang 
nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan .serta pembangunan 
ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. i 

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Perribudi Daya Ikan ini 
meliputi: 
a. kewenangan Pemerintah Daerah; 
b. perencanaan dan strategi; 
c. penyelenggaraan perlindungan; 
d. penyelenggaraan pemberdayaan; 
e. pendanaan; 
f. pengawasan; dan 
g. peran serta masyarakat. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 



Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 



Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
CukupJelas 

Pasal 34 
Cukup Jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukupjelas 
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